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ABSTRACT 
 

Stakeholders are people and institutions that have interest and influenced by ongoing policy, 

especially for HIV/AIDs policy; there are several stakeholders that have roles to implemented the HIV/AIDS 
interventions including government, private sectors, community, NGO, and all groups that care for 

preventing and reducing HIV/AIDS prevalence. In Jayapura, there are local regulation number 8 2010 and 
number 11 2012 about HIV/AIDS preventing and intervention in Jayapura City. However, in 2013 there was 

3279 HIV/AIDS prevalence, this shows that those interventions still not implement maximally. Therefore, 

this study aims to analyze stakeholders’ performance as key actors for HIV/AIDS intervention measured 
their roles, interests, and resources in order to reduce HIV/AIDS cases.  

The method of tis study is qualitative study with induction approach.The population is all 
stakeholders of HIV programs in Jayapura City; the sample is 29 informants that come from Papua health 

department, non-government organizations, hospitals and HIV/AIDS patients. Samples are collected with 
purposive sampling technic through deep interview and focus group discussion, then data assessed with 

triangulation.  

The study result shows that Jayapura Health Department played the biggest role where it has high 
interest, high sources and high power; followed by HIV/AIDS government commission (KPAD) who has 

high interest, moderate source, and high power.  In addition, hospitals and local primary health cares have 
high interest, moderate source, and moderate power since they have limited financial support and don’t 

have power to do law enforcement. Jayapura Social Department must improve its performance since this 

institution has several responsibilities but in implementation they didn’t perform well with moderate 
interest, low source, and moderate power. All NGO have high interest for prevent HIV/AIDS but they have 

lack of resource such limited financial and limited logistics. In the same way, people with HIV/AIDS are 
have low power even they want to live longer since the problem is many of them come from vulnerable 

community such as sex workers and low income families; they have free test, concealing, and free 

medication, but sometimes they cannot afford to eat healthy food, also they don’t have power to influence 
the HIV/AIDS policy. 
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PENDAHULUAN 
 

Pemangku kepentingan adalah orang-orang 

yang memiliki kepentingan dan dipengaruhi oleh 

isu strategis/ masalah kebijakan yang 

berkembang. Termasuk pula pihak yang memiliki 

kekuatan untuk mempengaruhi isu/ masalah 

tersebut yaitu mereka yang memiliki informasi, 

sumber daya dan keahlian yang diperlukan untuk 

merumuskan dan mengimplementasikan strategi 

dan pilihan kebijakan. Selain itu pemangku 

kepentingan juga berasal dari kelompok yang 

relevan memiliki atau memegang kendali beserta 

semua instrumen yang dibutuhkan dalam 

implementasi kebijakan (Nash et al, 

2006).Pemangku kepentingan dalam program 

HIV dan AIDS ini adalah semua orang /individu, 

kelompok, masyarakat yang bergerak 

dipemerintahan, swasta, LSM yang peduli dan 

terlibat dalam program pencegahan dan 

penanggulangan HIV dan AIDS. 
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Kota  Jayapura  sebagai  ibu  kota  Provinsi  

memiliki  jenis  sarana kesehatan  yang  cukup  

beragam  dan  kepemilikannya  juga beragam.  

Untuk  rumah  sakit  umum  berjumlah  6  buah  

dengan kepemilikan  terdiri  dari  2 Rumah  Sakit  

Pemerintah  Provinsi Papua,  1 Rumah Sakit  TNI  

AL, 1 Rumah Sakit TNI AD, 1 RumahSakit  

POLRI,  dan  1 Rumah  Sakit  swasta.  Rumah  

Sakit  jiwa sebanyak 1 buah dengan kepemilikan 

Pemerintah Provinsi Papua. Sarana  Kesehatan  

yang  seluruhnya  di  kelola  oleh  swata  adalah 

Rumah  sakit  Umum  sebanyak  1  buah,  Balai  

Pengobatan/klinik sebanyak 12  buah,  Apotik  

sebanyak  71  buah,  Toko  Obat sebanyak  30  

buah,  Praktek  dokter  umum  perorangan  192  

buah,Praktek  dokter  spesialis  116  buah.  

Sementara  sarana  kesehatan yang di  kelola 

oleh pemerintah  Kota Jayapura  adalah 

Puskesmas. 12  buah,  Puskesmas  Pembantu  24  

buah,  Puskesmas  Keliling  12 buah, GFK 1 buah 

dan Poskeskel 10 buah. Berdasarkan sarana yang 

tersedia di Kota Jayapura maka dapat 

disimpulkan bahwa sarana kesehatan tersebut 

telah mencukupi namun yang perlu diperhatikan 

ada peningkatan kualitas layanan. 

Perhatian pemerintah kota Jayapura dalam 

upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan 
AIDS cukup besar, hal ini dapat terlihat dari 

adanya peraturan Pemerintah Kota Jayapura No 
8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan 

Penanggulangan HIV dan AIDS dan peraturan 
Wali Kota Jayapura Nomor 11 Tahun 2012 

Tentang Pengarusutamaan HIV dan AIDS Melalui 

Pendidikan di Wilayah Kota Jayapura. Namun 
perhatian dengan mengeluarkan Perda tanpa 

pengawalan pelaksanaan perda tersebut tidak 
akan menghasilkan upaya yang maksimal. 

Dari data yang ada, kasus HIV dan AIDS 

mengalami trend peningkatan  setiap  tahunnya.  

Pada  tahun  2012  kasus  HIV dilaporkan  

sebanyak  807 penderita dan AIDS sebanyak 

3022 penderita.Sebagian  besar  kasus  terjadi  

pada  populasi umum.  Sementara  penderita  

Infeksi  Menular Seksual (IMS) berjumlah 1235 

kasus dan 100 % ditangani.(Profil Dinkes Kota 

2012). Berdasarkan Laporan Dinas Kesehatan 

Provinsi Papua per 31 Desember 2013, melalui 

informasi HIV dan AIDS Provinsi Papua Triwulan 

IV, 2013 melaporkan bahwa kasus HIV di Kota 

Jayapura berjumlah 379 perderita dan kasus 

AIDS berjumlah 2900 jadi total penderita HIV 

AIDS di Kota Jayapura adalah 3279 dan berada 

pada urutan kedua terbanyak setelah kabupaten 

Mimika (3663 Kasus). Sedangkan Penderita AIDS 

yang meninggal diKota Jayapura berada pada 

urutan kedua (172 penderita) setelah Kabupaten 

Jayapura (196 penderita). 

 

 

METODE PENELITIAN  
 

Tahap I dalam penelitian ini adalah proses 
pengumpulan data primer dan sekunder dari 

semua sub sistem kesehatan terhadap upaya 

penanggulangan HIV AIDS dan analisa 
stakeholder.Metode kualitatif digunakan dalam 

pengumpulan data primer berdasarkan sub 
sistem kesehatan dengan cara Focus Group 
Discussion (FGD) dan Indept Interview atau 
wawancara mendalam menggunakan pedoman 

wawancara terstruktur yang berisikan 

pertanyaan-pertanyaan untuk menjawab tujuan 
khusus penelitian. FGD dan indept interview 

digunakan di Kota Jayapura.  
Tahap II adalah pengelompokan hasil 

penelitian data primer dan data sekunder serta 

analisa stakeholder. Pengelompokan data primer 
dilakukan berdasarkan isu/ kesuksesan yang 

muncul di tiga upaya penanggulangan HIV dan 
AIDS (e.g. Pencegahan, PDP, dan mitigasi 

dampak) terhadap ketujuh sub sistem serta 
kecenderungan berdasarkan cakupan dan akses. 

Analisa stakeholder mengindentifikasi aktor-aktor 

penanggulangan HIV dan AIDS dari segi peran, 
kepentingan dan sumberdaya-nya. 

Tahap III melakukan triangulasi dengan 
mengkombinasikan hasil data primer dan 

sekunder. Informasi yang diperoleh melalui FGD 

secara langsung dapat di crosscheck 
kebenarannya antara satu informan dengan 

informan lainnya setelah itu divalidasi lagi 
dengan menggunakan data sekunder dengan 

melihat dokumen-dokumen dan hasil pengisian 
checklist yang telah disiapkan. Proses triangulasi 

Kota Jayapura; informasi yang telah didapatkan 

melalui FGD dan indept interview di kelompokan 
berdasarkan sub sistem dan croscheck dengan 

data sekunder kemudian disusun laporan 
sementara, Hasil laporan tersebut divalidasi lagi 

dengan melakukan FGD yang diikuti oleh seluruh 

informan.  
Pengumpulan informasi penelitian dikota 

Jayapura dilakukan dengan cara indepth 
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Tabel 1. Analisa Stakeholder Kota Jayapura 

Aktor Peran 
secara 

Normatif 

Peran sesuai hasil 
lapangan 

Kepentingan 
T=Tinggi 

S=Sedang 

R=Rendah 

Sumber Daya  
T=Tinggi 

S=Sedang 

R=Rendah 

Kekuatan 
T=Tingggi 

S=Sedang 

R=Rendah 

Dinas 

Kese-

hatan 

Pelaksana 

PDP, mem-

buat dan 
mengawal 

pelaksanaa

n kebijakan 
HIV dan 

AIDS 
 

 Membentuk unit 

pelaksana teknis yaitu 
klinik PKRyang khusu 

menangani populasi 
kunci 

 Berkoordinasi dengan 

RS dalam pembagian 

tanggung jawab 
wilayah dan pelayanan 

 Membentuk 

puskesmas-puskesmas 
satelit untuk penemuan 

kasus IMS serta HIV 

dan AIDS kemudian 
merujuknya ke RS 

sudah ditentukan 
berdasarkan 

pembagian wilayah.   

T T T 

RSU DOK 

II 

  Pelayanan VCT,  PPIA, 

PITC, dan konseling 

kepatuhan minum obat 

 Pelayanan obat ARV 
dan IO 

 Pemberian Nutrisi 
berupa susu 

T S S 

 

interview dan Focus Group Discussion (FGD). 
Total Jumlah informan Kota Jayapuraadalah 29 

orang. Indepth interview dilakukan terhadap 15 

orang, yang terdiri dari: 1) 8 orang dari Satuan 
Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) teknis (e.g. 

Dinkes, Pusat Kesehatan Reproduksi (PKR), 
Puskesmas, Rumah Sakit); 2) 3 orang SKPD Non 

teknis berjumlah 3 orang; 3) 1 orang perwakilan 

LSM; dan 4) 3 orang perwakilan dari populasi 
kunci yaitu Wanita Pekerja Seks (WPS). 

Sedangkan untuk FGD, jumlah informan 15 orang 
yang dilakukan 2 kali. FGD pertama terdiri dari 6 

orang SKPD terkait. FGD kedua terdiri dari 9 
orang perwakilan populasi kunci dan LSM. 
Penilitian ini dilakukan di Kota Jayapura dari 

bulan September 2015 sampai dengan April 
2016. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Identifikasi kepentingan di wilayah kota 

Jayapura dalam penelitian ini berdasarkan 

informasi data primer yang didapatkan memalui 

Indept interview dan focus group discussion 

dengan SKPD terkait dan populasi kunci. Selain 

itu data sekunder dari dokumen rencana strategis 

penanggulangan HIV dan AIDS Kota Jayapura 

Tahun 2011–2015 juga direview untuk menen-

tukan peran masing-masing stakeholder secara 

normatif. 

Pelaksana program di Kota Jayapura terdiri 
dari lembaga pemerintah tehnis dan non tehnis 

serta lembaga non pemerintah. Secara detail 
sebagaimana tabel 1. berikut: 
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RSU Abe-
pura 

  Pelayanan VCT, PPIA, 

dan PITC 

 Pelayanan obat ARV 

dan IO 

 Pembinaan kepada 

PKR, RS Bhayangkara, 

klinik HIV dan AIDS di 
Kotaraja 

 Menjalin kerjasama 

dengan pihak donor 
dan LSM dalam upaya 

pencegahan dan 
penanggulangan HIV 

dan AIDS. 

T S S 

Puskes-
mas 

 Promosi 

 Penjaring

an IMS, 

serta HIV 
dan AIDS 

 Pendampi
ngan/ 

pengawas

an minum 
obat. 

Pelayanan VCT, PITC, 
PPIA dan memberikan 

penyuluhan 

T S S 

PKR  Pemeriksaan IMS serta 
HIV dan AIDS. 

Termasuk memberikan 
layanan PDP 

T S R 

KPA  Peningkat

an 
program 

pencegah

an 
penularan 

HIV dan 
AIDS 

 Peningkat

an 
Program 

kepedulia

n & 
dukungan 

terhadap 
ODHA 

dan 

OHIDA 

 Peningkat

an 

program 
PDP  

 Program 

penguran
gan 

 Memberikan dukungan 

bagi LSM yang 
bergerak dibidang HIV 

dan AIDS berupa 

bantuan dana 

 Sosialisasi program HIV 

dan AIDS 

 Memberikan pelatihan 

tenaga konselor dan 
tenaga lainnya yang 

bekerja pada PKR 

 Melaksanakan kegiatan 

untuk memperingati 

Hari AIDS Sedunia 

(HAS). 

T S T 
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BAPPEDA   Mendukung program 

penanggulangan HIV 
dan AIDS melalui 

dukungan 

pengalokasian dana 
untuk KPA, Dinas 

Kesehatan dan SKPD 
Lainnya 

 Melakukan upaya 

penggalangan dana 

dari pihak donor (e.g. 
Unicef) untuk 

melakukan pelatihan 
dan penguatan 

kapasitas bagi guru, 
siswa, dan peer 
education.  

S R T 

Dinas 
Tenaga 

Kerja dan 
Trans-

migrasi  

 Sosialisasi HIV dan AIDS 
serta dukungan kepada 

SKPD teknis terkait 

T R R 

Kantor 
Kese-

hatan 
Pelabu-

han  

 Sosialisasi program HIV 
dan AIDS pada tenaga 

kerja serta memberikan 
pelayanan VCT 

T S T 

Dinas 

Pariwi-

sata 

 Pengawasan 

tempat/lokasi populasi 

beresiko, serta 
memberikan dukungan 

kepada SKPD terkait 

T R S 

Dinas 

Kepen-

duduk-an 
dan 

Penca-

tatan 
Sipil 

 Dukungan terhadap SKPD 

terkait 

S R S 

Dinas 

Pemberd
ayaan 

perem-

puan dan 
KB 

 Promosi dan dukungan 

kepada SKPD terkait 

T S S 

Kantor 

Agama 

 Promosi dan dukungan 

kepada SKPD terkait 

T R T 
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Kantor 

Agama 

 Promosi dan dukungan 

kepada SKPD terkait 

T R T 

Dinas 

Sosial 

 Pemberian dukungan 

ODHA 

S R S 

YHI  Promosi dan pencegahan 

pada WPS langsung dan 
tidak langsung, Lelaki 

beresiko tinggi, Waria, 

Laki-laki pekerja Sex dan 
masyarakat pegunungan. 

Juga melakukan 
pendampingan ODHA. 

T S S 

YSG   Layanan pendampingan 

bagi ODHA 

T R S 

IPPI  Layanan pendampingan 

bagi ODHA 

T R S 

Cende-

rawasih 
Plus 

(Ceplus)  

 Kegiatannya 

pendampingan dan 
pembinaan Layanan bagi 

ODHA + 

T R S 

Jari-ngan 
Odha 

Kota 

Jayapu-
ra 

(JOGJA) 

 Kegiatannya 
pendampingan dan 

pembinaan layanan bagi 

ODHA + 

T R S 

Pondok 

Kristiani  

 

 Kegiatannya 

pendampingan PDP dan 

pembinaan Layanan bagi 
ODHA+ 

T S S 

Pondok 

Surya 

kasih  

 Kegiatannya 

pendampingan PDP dan 

pembinaan layanan bagi 
ODHA+ 

T R R 

Kelom-

pok 
Waria 

dan LSL 

 Dukungan terhadap 

sesama waria dan LSL 
dalam pencegahan dan 

pengobatan 

T R R 

Kelom-

pok WPS 

Tangga 

seribu 

 Kegiatannya adalah saling 

memberi dukungan dalam 

pencegahan dan PDP bagi 

sesama anggota 

T R R 

Kelom-

pok 

ODHA 

 

 Kegiatannya adalah saling 

memberi dukungan dalam 

pencegahan dan PDP bagi 
sesama ODHA 

T R R 
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DISKUSI 

Analisa stakeholders menunjukan bahwa 

banyak stakeholder yang merasa berkepenting-

an. Ada yang berkepentingan karena merupakan 
bagian dari tugas dan fungsi mereka namun ada 

juga yang berkepentingan karena itu adalah 
amanat pemerintah daerah melalui regulasi yang 

harus dijalankan. Selain itu ada juga yang 

berkepentingan karena program itu adalah 
bagian yang membantu mereka keluar dari 

masalah. Jadi semua stakeholder diatas 
mempunyai kepentingan yang tinggi terhadap 

program penanggulangan HIV dan AIDS. 

Yang menjadi masalah sekarang adalah 
semuanya merasa itu penting namun mereka 

tidak dapat berbuat banyak karena mempunyai 
keterbatasan sumber daya dan kekuatan. Yang 

dimaksud dengan sumber daya tinggi disini 
apabila terdapat tenaga yang memadai dari sisi 

kuantitas dan kualitas, serta tersedia sarana dan 

prasana pendukung program. Dikatakan sedang 
apabila sarana dan prasarana serta SDM kurang 

memadai, dan dana terbatas. Dikatakan rendah 
apabila semua item yang disebutkan diatas tidak 

ada sama sekali. 

Penilaian kekuatan yang dimaksud disini 
adalah terdapatnya regulasi, posisi yang strategis 

dalam mengambil dan mendorong kebijakan, 
serta mendapat dukungan, simpati, dan disegani 

oleh masyarakat. Dikatakan memiliki kekuatan 
tinggi apabila semua item diatas dimiliki oleh 

stakeholder yang bersangkutan. Dikatakan 

memiliki kekuatan sedang jika stakeholder 
hanya mempunyai beberapa item. Dikatakan 

memiliki kekuatan rendah apabila tidak 
mempunyai atau hanya memiliki salah satu item 

diatas. Dengan demikian disimpukan bahwa 

semua stakeholder mempunyai kepentingan yang 
tinggi, namun ada yang kepentingannya tinggi 

tetapi mempunyai sumber daya yang sedang dan 
rendah. Sumber daya yang sedang dan rendah 

disini karena rata-rata kurang mempunya 

danadan tenaga yang cukup dalam mendukung 
program. Kesimpulan lainnya adalah ada stake-

holder yang merasa penting dan mempunyai 
sumber daya yang tinggi tetapi kurang atau tidak 

mempunyai kekuatan untuk melaksanakan 
program tersebut. Kekuatan yang sedang dan 

rendah disini rata-rata terjadi pada dukungan 

regulasi berkaitan dengan pembiayaan dan 
belum dikenal oleh masyarakat atau masih 

didiskriminasi oleh masyarakat. Selain itu 
posisinya tidak strategis dalam mendukung 

pelaksanaan program HIV dan AIDS. Dari seluruh 
stakeholder yang ada hanya Dinas Kesehatan 

yang mempunyai kepentingan tinggi, sumber 

daya yang tinggi, serta kekuatan yang tinggi. 
Lain halnya dengan unit layanan teknis lainnya 

seperti RS dan puskesmas yang berada pada 
kepentingan tinggi tetapi sumber daya dan 

kekuatan terbatas atau sedang Sedangkan 

lembaga lainnya seperti KPAK, Bappeda, KKP, 
kantor Agama yang mempunyai kepentingan 

tinggi, sumber daya yang sedang ataupun 

rendah tetapi mempunyai kekuatan yang tinggi. 
 
 

KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian diatas maka bagi stake-
holder yang mempunyai kepentingan dan 

kekuatan yang tinggi dapat digunakan untuk 
mendukung regulasi dan kebijakan atau sebagai 

penggerak yang mempengaruhi masyarakat. Ini 
dibutuhkan dalam menunjang pelaksanaan 

program pencegahan dan penanggulangan HIV 

dan AIDS. Lembaga teknis misalnya Rumah sakit, 
puskesmas yang mempunyai kepentingan tinggi 

tetapi kekuatan rendah perlu didukung oleh 
lembaga yang mempunyai kekuatan tinggi. Jadi 

dengan demikian analisis stekholder ini 

dibutuhkan untuk saling mengetahui kelemahan 
dan kekuatan sehingga bisa saling membantu 

dan mendukung dalam pelaksanaan program 
penanggulangan HIV dan AIDS.    

Kota Jayapura telah mempunyai Peraturan 

Pemerintah Kota Jayapura No 8 Tahun 2010 
Tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV 

dan AIDS dan peraturan Wali Kota Jayapura 
Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pengarusuta-

maan HIV dan AIDS Melalui Pendidikan di 
Wilayah Kota Jayapura. Di dalam perda tersebut 

sebenarnya telah memuat kebijakan dan program 

prioritas yang harus dijalankan oleh semua sektor 
yang terlibat didalam upaya penanggulangan dan 

pencegahan HIV-AIDS. Namun perhatian dengan 
mengeluarkan Perda tanpa pengawalan pelak-

sanaan tidak akan menghasilkan upaya yang 

maksimal. Hal ini dapat terjadi karena didalam 
perda tidak secara tegas di atur tentang peran 

dan fungsi masing-masing sektor dalam uapaya 
penanggulangan dan pencegahan HIV-AIDS. 

Sebenarnya didalam Rencana strategi Kota 
Jayapura tahun 2011 – 2015 telah terdapat 

program masing-masing SKPD sekaligus alokasi 

anggaran namun hambatan yang dikemukakan 
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bahwa usulan anggaran yang mereka ajukan 
tidak disetujui oleh badan anggaran karena tidak 

sesuai dengan tupoksi, atau usulan tersebut tidak 

ada dalam mata anggaran SKPD tersebut. 
Dengan demikian Hal yang wajar jika terjadi 

peningkatan kasus dari tahun ketahun apalagi 
status Kota Jayapura merupakan Ibu Kota 

Provinsi dan merupakan Kota Pelajar yang 

didatangi oleh banyak orang dari semua 
kabupaten yang ada di provinsi papua juga dari 

provinsi lainnya. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa perda yang telah ada belum 

cukup untuk membantu penurunan kasus HIV 
dan AIDS, sehingga perlu ada upaya lainnya 

misalnya dengan lebih memperhatikan 

pelaksanaan perda tersebut oleh semua pihak 
baik pemerintah maupun lembaga non 

pemerintah. 
KPA Kota Jayapura sebagai lembaga yang 

diberi tanggung jawab oleh pemerintah 

mengkoordinir semua sektor terkait pada 
program penanggulangan HIV AIDS yang telah 

diatur dalam Perda dan renstra Kota Jayapura 
dalam menjalankan fungsinya masih belum 

maksimal, Hal in dapat terlihat dari belum adanya 
pertemuan rutin antara KPA dengan sektor 

pelaksana teknis pelayanan  juga dengan sektor 

terkait SKPD dan LSM. Pertemuan ini sangat 
penting untuk memantau sejauh mana keterli-

batan sektor terkait sesuai dengan yang telah 
diatur didalam renstra. Selain itu KPA harus 

mengajak semua elemen untuk meyusun peren-

canaan terpadu agar program yang dijalankan 
bukan hanya program yang disusun oleh KPA 

atau dinas kesehatan tetapi merupakan 
perencanaan bersama yang perlu dijalankan 

bersama-sama. Dengan demikian jika ada 

permasalahan seperti permasalahan alokasi 
anggaran dapat diselesaikan bersama-sama. 

Sudah ada pertemuan yang dilakukan selama ini 
tetapi hanya berupa pertemuan sewaktu dalam 

hal ini hanya dilakukan jika ada program yang 
akan dijalankan oleh KPA yang melibatkan sektor 

lain, juga evaluasi yang dilakukan hanya evaluasi 

akhir tahun. Berkaitan dengan peran dinas 
kesehatan sudah cukup baik karena setiap bulan 

sudah ada pertemuan rutin oleh setiap unit 
layanan teknis (puskesmas dan PKR), namun 

pertemuan koordinasi dengan sektor terkait dan 

LSM juga tidak dilakukan karena beranggapan 
bahwa hal tersebut merupakan tanggung jawab 

KPA. 
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